
BUPATI ACEH SINGKIL

^At$i,bL_4,QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2OO4

TENTANC

KEDUDUKAN PRO]'OKOLER DAN KEUANGAN
PIMPTNAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIl,

DI.NGAN RAHMAT ALLAH SUBIIANAHU WATA'ALA

Merimbang

Mengingat

BUPATI ACEH SINGKIL

a. bahwa dengan diresmikannya pengangkatan keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah Kabupaten Aceh Singkil penode 2004 -
2009 b€rdasarkan Kcputusan Cubemur Provinsi Nanggroc Aceh
Darussalam Nonor l7l 2 I 314 I 2004 tanggal ll Agustus 2004,

dipandang perlu untuk mengatur kedudukan protokoler dan keuangan

Pirnpinan dan Anggota Dewan Pe.waLilan Rakfat Daetah Kabupaten

Aceh Singkil:

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Qanun
Kabupaten Aceh Singkil

l. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Singkil,

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
KeuangaD anta.a Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tenlang Pelaksanaan

Keistimewaan Provinsi Daerah lstimewa Aaeh;

6 Undang-undang Nomor l8 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusr]s bagi

Provinsi Daerah Islimewa Aceh sebagai Provinsi Nang$o€ Aceh
Darussalam:

7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politrk;

8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tenlang Pemitihar Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakrlan Rakyat Daerah;

9 Undang-undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rak)'at

Daerahl

1l Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendahaman Negd.a;



Peraluran Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 lentang
Keprotokolan Mengenai Tata Tenlpal, Tata Upacara
Penghoflnatan;

Peraturan Pomcrintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggola Dewan
Ralq'at Daqrah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedornan
Penyusunan Peratu@n Tata Tertlb Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah

Dengan PeasetuJuan

Dcwan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil

MEMUTUSKAN I

Menctapkan ; QANLTN KABTIPATEN ACEI'I SINGKIL TENTANC KEDIJDLIKAN
PROTOKOLER DAN KNUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAK]]-AN RAKYAT DAERAH KABTJPATEN ACEH SINCKII-

BAB I

KETENIUAN UMUM
Pasal I

Dalarn Qanun yri yang dimaksud dengan :

I Dewan lerwakilan Rakyat Daerah adalah Dcwan Pcrwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaton Aceh Singkil yang sclanjutnya disebut DPRD

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD

Kepala Daerah adalah Bupati Acch Singkil.

Anggota DPRD adalah mercka yang dircsmikan kcanggotaann_va

sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janjj
berdasarkan ketentuan pe.aturan perundang-undangan.

Sckrctariat DPRD adalah Sckrctariat DPRD Kabupaten Acch Singkrl
yang merupakan unsur pl;ndukung DPRD-
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)2.

2.

3.

4

5

Ketentuan
dan Tala

Kedudukan
Penvak ilan

6. S€ketaris DPRD adalah Sekretaris'DPl{D Kabupaten Aceh Singkil.

7. Kedudukan Protokolcr adalah kedudukan yang diberikan kepada
seseorang untuk mendapatkan pengho.matan, perlakuan dan tata
tempat dalam acara resmi alau pertemuan resmi.

8 Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara
resmi yang meliputi aturan mengcnai tata tempat, tata upacara dan lata
penghonnatan sehubungan dcngan penghormatan kepada seseorang
sesuai dengan jabatan dan / atau kedudrrkannya dalam negara,
pemerintahan atau masyamkat.

9 Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan
dilakanakan oleh Pemerintah DaerahFtau Iembaga perwakilan daerah,
daiam melakanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat
negara, pejabat pernerintah, pcjabat pemerintah daerah sbda undangan
Iainnya.

10. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara
kenega.raan dan acara resmi.

I 1. Tata tempat adalah atumn mengenai urutan tempat bagi pejabat negara,
pejabat pem€rint4h, p€jabat pcmerintah daerah dan tokoh masyarakat
tertentu dalafi acara kencfiaraan atau acara resmt.
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Tata Penghormatan adalah atuBn urtuk nrelaksanakan petnberian
hormat bagi pejabat n€gara, pejabat pemerintah, pejabat Peme ntah
Dacrah dan tokoh lnasyarakat tcrtclltu dalam acara kencgaraan atau
acara aesmi.

Uang ropresentasi adalah uang yang djberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dergan kedudukannya
sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD .

Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Prrnpinan
dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti @paFrapar
dinas.

Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Arggota DPRD karena kedudukannya sebagai Kctua,
Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.

Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan
setrap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD schubungan dengan
kedudukannya scbagai Ketua atau Wakjl Ketua atau Sekretaris atau
Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kchormatan,
atau Panitia Anggaran atau alat kel€ngkapan lainnya.

Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pcmeliharaan
kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapan / rumah
drnas, kendaraan dinas jabatan, pakaian drnas, uang duka wafat / rcwas
dan bantuan biaya pengurusan jenazah.

Udng jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD atau jasa pen abdiannya sctelah yang
bersangkr,(ran dibcrhentikan dengan hormat

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya discbut APIID
adaiah Rencana Keuangalt Tahunan Pcmcrintah Daerah yang dise(uiui
oleh DPRD dan ditetapkan dengan Qanun
Pciabat Pemerintah adalah Pejabat Pcmcrintah Pusat yang diberi tugas
lcrtentu dibidangnya sesuai dcngan pemturan pcrundang-uldangan

PeJabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat oronomi yang diberj tugas
tgltentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-u-ndangan

IDstansi Vertikal adalah perangkat Departcmcn dan atau Lembaga
Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II
KTDLDIJKAN PROTOKOLER PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD
Bagian pertama

Acara resmi
Pasal 2

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memporoleh kedudukan Protokoler
dalam acara resmi I

(2) Acara rcsmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melip;.rti :

a. Acara Resmi Peme ntah yang diselenggarakan di Daerah;

b. Aca.a Resmi Pemerintah Dacrah yang menghadirkan Pejabat
Pemerintah;

c. Acara Resmi Pemerintah Daeralr yang dihadi oleh Pcjabat
Pemerintah Daerah.



lltgirn kcdua
'l'ata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan
di Ibukota Kabupaten sebagai bcrikut :

a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;

b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daeralr seTelah
pejabat instansi vertikal lainnya;

c. Anggota DPRD dltempatkan be.sama dehgan Pe.jabat Pemerjntah Daerah
larnnya yang setingkat Asisten Sekrctarjs Daerah dan Kepala Drnas /
Badan dan atau satuan kerja daerah lainnya

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

a Ketua DPRD didampingr olch Wakil-vakil Kcrua DPRD;

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daemh ditempatkan selajar dan
disebelah kanan Ketua DPRD;

c. Wakil-wakil Kctua DPRD duduk discbelah kiri Ketua DPRD;

d. Anggota DPRD mcnduduki tcmpat yang tclah discdiakan untuk
Anggota;

e. SekletaridbPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang
rupat.

pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah /1anji dan pelantikan Kcpala
Dacrah dan Wakil Kepala Daerah sebagai llcrikut
a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah /-1anji

dan melantlk Kcpala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah;

b. Wakil-wakil Kctua DPRD duduk disebclah kiri Ketua DPRD:

c. Anggola DPRD mcnduduki tempal yang tclah disediakan untuk
Anggota;

d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang larna duduk disebelah
kanan Pcjabat yang akan mengambil sumpah /janjidan mclantik Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kcpala Daerah yang akan dilantik
duduk disebelah kiri Wakr[wakil Kctua DPRD,

f Seketarjs DPRD, Peninjau, dan Undangan scsuai dengan koudisi
ruangan rapat; Ig. Mantan Kcpala Dacrah dan Wakil Kcpaia Dnerah setclah pelantlkan
duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DI,RD;

h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ba.u dilantik duduk
disebelah kanan Pelabat yang mcngambil sumpah / janji dan nelantrk
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



Tata tempat dalam acara pcngucapan sumpah /janji Anggota DPRD mcliputr
a. Pirnpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Dacrah dal Kctua

Pengadilan Negeri atau Pcjabat yang ditunjuk duduk disebclah kanan
Kepala Daerah;

b Anggota DPRD yang akan nrengucapkan surnpah /janji, duduk ditcnrpal
yang telah disediakan;

c. Setelah Pengucapan sumpah / janji Pinpinan Senr€ntara DpRD duduk
disebclah kiri Kepala Dacrah;

d. Pirnpinan DPRD yang lama dan Ketua Pcngadllan Negeri atau pojabat
yang ditunjuk duduk ditempat yang relah disediakan;

e Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
f. Para Undangan dan Anggola DPRD lainnya duduk dt(empat yang relab

disediakan; dan

g. Pers / kru TV / radio disediakan tcmpat lers€ndiri.

pasal 7

Tatia tempat dalam prcngambilan sumpah / janji dan pelantikan Ketua dan
Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berjkut I

a. Pinplnan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan
Waftil Kepala Daerah;

b Piurpinan terrrentara DPRD duduk disebclah kanan Kctua pengadilan
Negcri;

c. Setelah Pelanlikan, Kelua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Dacrah
dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah
kiri Kctua DPRD;

d. Mantan Pimpinan scmentara DPI{D dan Kctua Pcngadilan Ncgeri duduk
drtempat yang telah disediakan

Bagian Ketiga
Tata Upacara

pasal g

(l) Tata upacara dalam acara rcsmi dapat berupa upacara bendcra attu
bukan upacara bendera.

(2) Untuli keseragaman, kclancaran, ketediban dan kekhidrnatan jalannya
acaua resmi, diselenggarakan tata upacara scsuai dengan ketentuan
pel aturan perundang-undangan

Bagian Kccmpat
Tata pcnghonriatan

pasal 9

(l) Pimpinan dan Anggota DPRD mcrdapal penghormatan sesuar dengan
peDghormatan yang dlberikan kepada pcjabal pemerinial]

(2) Penghormatan scbagaimana dirnaksud pada ayat (l), dilaksanakan
sesuai dengal1 ketentuan peraturan p€rundang-undangan



BAB IJI
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan

Pasai 10

Panghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari ;

a. Uang Rcpresenlasi;

b. Uang Paket;

c. Tunjangan Jabatan;

d. Tunjangan Panitia Musyawarah;

e. Tunjangan Komisi;
f Tunjangan Panitia Anggaran;

g. Tunjargan Badan Kehomatan;

h. Tunjangan AIat Kelengkapan lainnya.

Pasal 1l

(J) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi. -\
(2) Uang Represeniasi Kctua DPRD setara dengan Gaji pokok Bupati yang

ditetapkan Pemerintah.

(3) UaDg Representasi Wakil Kctua DPRD sebesar 80 % ( delapan puluh
p€Iscn ) drji Uang Representasi Ketua DPRD.

(a) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % ( tujuh puluh lima
persen ) dari uang Representasi Ketua DPRD

(5) Selain Uang Representasr' yang diberikan scbagaimana dimalisud pada
ayat (l) juga diberikan tunjangan kcluarga dan tunjangan beras yang
besamya sama dcngan ketcntuan yang berlaku pada Pegawai Negeri
Sipil.

Pasal 12

(l ) Pinpinan dan Anggota DPRD dib;rikan Uang Paket.

(2) UarLE Pak€t sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebesar 10 %
( scpuluh pcrscn ) dari Uang Rcprcscntasi yang bercangkutan

Pasal 13 
\

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatad.

(2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 %
( seratus cmpat puluh lima perspn ) dari masing-masrng Uang
Representasi.

Pasal 14

(1) Pimpinar atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah
atau Komisi atau Panitia Arggaran atau Badan Kehonnatan alau alal
kelengftapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai
bedkft :



a. Ketua sebesar 7,5 % ( tujuh setcngah persen ) dari Tunjangan
Jabahn Ketua DPRD:

tt. Wakil Ketua sebesar 5 o% ( lima persen ) dari tunjangan .Iabatan
Ketua DPRD;

c. Sekretaris scbcsar 4 oZ ( cmpat pc$cn ) dari tunjangan Jabatan
Ketua DPRD;

d Anggota sebesar 3 o/o ( tiga persen ) da.i Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD

(2) Tunjangan Badan Kchonnatan unsur luar DPRD yang duduk dularn
Badan Kehonnatan, diberikan tunlangan sebagai bcrikut:
a. Ketua paling tinggi 50 % ( Iima putuh perscn ) dari Tunjangan

Jabatan Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua paling linggi 45 yo ( cmpat putuh lima persen ) dari
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

c. Anggota paling tinggi 40 % ( einpat puluh pcrsen ) dari Tunjangan
JabataD Kelua DPRD;

Pajak Penghasilan
ketenluan pcraturan

Pasal 15

Pirnpinan dan Anggota DPRD dikcnakan sesuai dcngan
perundang-undangan

Bagian Kedua
Tunjangan Kcsejahteraan

Pasal 16

(l)

(2)

Pirnpinan dan Anggota DPRD bcscrta kcluarganya diberikan tuD.jangan
pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.

Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pcnteliharaan
kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri bcscrta 2 (dua) orang
anak

Tunjangafl kesehatad dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l) diberikan dalam bcntuk pembayaran prcmi asuransi kcschatan
kepada Jembaga Asuransi Keschotan yang drtunjuk oleh Perncrintah
Daerah.

pasal I7

Pimpinan DPRD disediakan masing-masrng I (satu) rumah jatratan
beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinasJabatan

Belanja pemeliharaan rumah jabatan bcserta perlengkapannya dan
kendaraan dinasjabatan dibebankan poda APBD

I
Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakinya,
wajlb mengembalikan rumab jabatannya bescrta perlengkapannl,a dan
kcndaraan dinas dalam keadaan bark kepada Pemerintah Daerah paling
lambat 1 (satu) bulan sejak taDggal pemberhentian.

(j)

(1)

(2)

(3)



Pasal 18

(1) Anggota DPRD dapat discdiakan masing-nrasing I (satu) rumah dinas

bcserta perlengkapamya.

(2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan
pada APBD.

(3) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir nrasa baktinya,
wajib mengenrbalikan rumah dinas beserla perlengkapannya dalam
keadaan baik kepada Pcmerintah Daerah paling lambat I (satu) bulan
sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah jabatan Prnpjnan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta
perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD hdak dapat

disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangani.ian atau drubah
sturuktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

Dalam hai Pcmerinrah Daerah belum dapat menyediakan runiah
jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang

bersangl'utan diberikan tunjangan perumahan,.

Tunjangef perumahan sebagaimana dinraksud pada ayat (l) bcrupa
uang se\rya rumah yang bcsamya disesuaikan dengan standar ha.gi!
s€tempat yang bcrlaku yang ditelapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah

(l)

(2)

Pasal 2l

(1) Pimpinan dar Arggota DPRD disedrakan pa\aian dinas

(2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal22

Dalan bal Pimpinan atau Anggota DPRD menrnggal dunia, kepala ahli
waris diberikan :

Uang Duka wafat sebesar 2 (dua)

meninggal dunia dalam menjalanka
sebesar 6 (enam) kali Uang Represe

Banhran biaya pengurusan jcnazah

Bagian Kotiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

(1) Pirnpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dr.rnia atau mcngakhiri
masa baklinya diberikan Uang Jasa Pcng!.bdian.

b

)



(2) Besamya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (l )
disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan
ketentuan :

a Masa bakti kurang dari I (satu) tahun, dihitung I (satu) bhun
penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian I (satu) bulan Uang
Representasi;

b Masa bakti sampai dengan I (satu) tahun diberikan Uang Jasa
Pengabdian I (satu) bulan Uang Representasi;

c Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun dibcrikan Uang Jasa

Pengabdran 2 (dua) bulan ljang Representasr;

d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan Uang Jasa

Pengabdian 3 ttigat bulan Uang Represenusi:

e Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan Uang Jasa

Pengabdian 4 (empat) bulan Uang Representasi;

f Masa bakti samapai dcngan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasti

Pcngabdian sctinggi-tingginva 6 (cnarn) bulan Uang Reprcsentasi-

Dalam hal Pimprnan atau Anggoh DPRD meninggal dunia, Uang Jasa

Pengabdian sebagaimana dimaksud pada avat (2) diberikan kcpada ahli
wansnya

Pcmbayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang
bersangkutan diinyatakan diberhentikan secara horrnat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

(4)

(l)

BAB IV
BELANJA PENUNJANC KECIATAN DPRD

Pasai 24

(l) ttelanja Pcnunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran
tugas, fungsi dan wewenang DPRD

(2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimara dimaksud pada ayat (l)
disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD

BAB V
PENGELOLAAN KEUANCAN DPRD

Pasal 25

Sekretaris DPRD menyusun belania DPRD yang terdiri dari alas

Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPI{D, Tunjangan
Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang
Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana keda dan
anggaran satuarl keia perangkat daemh Sekretariat DPRD.

!|elanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD scbagaimana yang

drmaksudkan pada ayat (1) tersebut dalanr ketentuan pasal 10,

dianggarkan dalam Pos DPRD

Tunjangan Kese-jahteraan Pimptnan dan Anggota DPRD sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (l) tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal

17, pasal 18, pasal 20, pasal 2I, pasal 22 dan pasal 23 serta Belanja
Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 24

ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan
kedalamjenis belanja sebagai berikut :

a Belanja Pegawat:

b. Belanja Barang dan Jasa;

c Belania Perialanan Dinas:

(2)

(3)



(4) Peng€lolaan belanja DPRD dilaksanakan ol€h Sekreta.is DPRD dengan
berpedoman pada ketentuan p€rundang-undangan

pasal 26

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja
DPRD untuk tujuan diluar k€tentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini,
dinyatakan mclanggar hukun

Pasal2T

(l) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan APBD.

(2) Penyusunan, pclaksanaan tata usaha dan pertanggun&jawaban belania
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) disamakan dengan belanja
satuan kerja perangkat daerah lainnya

BAB VI
Kf,TtrNTUAN Pf,RALIHAN

pasal 28

Semua f,eraturan yang berkaitan dengan kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan, disesuaikan
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Qanun ini.

BAB VII
KE'I ENTUAN PENTJTTIP

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mem€rintahkan pengundangan

Qanun ini dengan pen€mpatamya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Singkil

DII.ETAPKAN DI : SINGKIL
PADATANGGAL I ll DESEMBER 2004

:

t:

BUPATI ACEH SINGKIL

DTO

( H. MAKMURSYAH PUTRA. SH. MM )

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Pada Tanggal 12 Desember 2004 SERI C Nomor 3

AN. BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

(H. RTDWAN HASAN SH, MM).
, Pembina Utama Muda / Nip 390 095 540


